
 

 

 

 

GUBERNUR JAWA TIMUR 

 

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR 

NOMOR   47  TAHUN  2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  

NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN 

DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA  

MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR JAWA TIMUR, 

 

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib pelaksanan administrasi pengelolaan 

keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan 

Gubernur Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara 

Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan 

Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan 

Bantuan Sosial, perlu mengubah peraturan dimaksud dengan 

menetapkan perubahannya dalam Peraturan Gubernur Jawa 

Timur; 

 

Mengingat :  1.  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan 

Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan 

dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan 

Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 

 

 

4. Undang-Undang 
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4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 4723); 

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 4967); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5234); 

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan 

Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 5234); 

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi 

Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5430);  

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 4578); 

 

13. Peraturan 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 5165); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 5272);  

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5234); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 

tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 

54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah  

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian 

Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah;  

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur 

(Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1, Seri E); 

21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2016 

tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan 

Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta 

Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial; 

 

MEMUTUSKAN 
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MEMUTUSKAN  : 

 

Menetapkan  : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 40 TAHUN 

2016 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN 

DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN 

PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI 

HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL. 

 

Pasal I 

 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 

40 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan 

Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta 

Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial (Berita 

Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 40 Seri E), 

diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan dalam Pasal 1 setelah angka 22 ditambahkan 2 

(dua) angka baru, yaitu angka 23 dan angka 24 sehingga 

Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi                

Jawa Timur.  

2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur. 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Provinsi Jawa Timur. 

4. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI 

adalah Inspektorat Provinsi Jawa Timur. 

5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban 

daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan 

daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk 

didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan 

dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur. 

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 

disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola 

Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan 

pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara 

umum daerah. 

8. Kuasa 
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8. Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang 

selanjutnya disingkat KPPKD adalah Kepala SKPD/Biro 

atau Bidang di SKPKD yang diberi kuasa untuk 

melaksanakan sebagian kewenangan PPKD. 

9. Evaluasi Usulan adalah kegiatan pendataan administrasi,  

kewajaran dan identifikasi keterkaitan usulan hibah dan 

bantuan sosial dalam menunjang pembangunan daerah. 

10. Monitoring adalah kegiatan pemantauan kepatuhan 

penerima hibah atau bantuan sosial terhadap dana hibah 

atau bantuan sosial yang diterima. 

11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang 

selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah 

pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan 

APBD. 

12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 

SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah 

selaku pengguna anggaran/barang. 

13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya 

disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan 

keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah 

yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan 

kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD 

yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, 

PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. 

14. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya 

disingkat RKA-PPKD adalah dokumen yang memuat 

tentang rencana pengalokasian anggaran pendapatan, 

belanja tidak langsung dan pembiayaan pada SKPKD. 

15. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya 

disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan 

penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana 

belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana 

pembiayaan.  

16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya 

disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan 

anggaran yang memuat tentang pengalokasian anggaran 

pendapatan, belanja tidak langsung dan pembiayaan pada 

SKPKD. 

17. Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang 

selanjutnya disingkat Rincian DPA-PPKD adalah rincian           

DPA-PPKD yang dikelola oleh masing-masing KPPKD 

sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan. 

 

18. Dokumen 
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18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya 

disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat 

pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan 

sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. 

19. Hibah adalah pemberian uang, barang atau jasa dari 

Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah 

Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha 

Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi 

kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang 

secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat 

tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus 

menerus yang bertujuan untuk menunjang 

penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah. 

20. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang 

atau barang dari pemerintah daerah kepada individu, 

keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya 

tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan 

untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko 

sosial. 

21. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat 

menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang 

ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok 

dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis 

ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam 

yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan 

semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi 

wajar. 

22. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat 

NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara 

pemerintah daerah dengan penerima hibah. 

23. Bagian Pengelolaan Surat Dinas adalah Bagian Arsip dan 

Eskpedisi pada Biro Umum Sekretariat Daerah. 

24. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Pemerintahan 

dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan 

Pembangunan serta Asisten Administrasi Umum. 

 

2. Ketentuan dalam Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

 

Pasal 7 
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Pasal 7 

(1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha 

Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Badan dan 

Lembaga serta Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 dapat menyampaikan usulan 

hibah secara tertulis kepada Gubernur melalui Bagian 

Pengelolaan Surat Dinas pada Sekretariat Daerah. 

(2) Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 

sedikit terdiri dari: 

a. surat permohonan kepada Gubernur; 

b. maksud dan tujuan; 

c. nama kegiatan; 

d. jangka waktu kegiatan; 

e. lokasi kegiatan; dan 

f.    rencana anggaran biaya untuk hibah berupa uang atau 

jumlah dan jenis barang untuk hibah berupa barang. 

(3) Badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan 

dalam menyampaikan usulan hibah kepada Gubernur 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga melampirkan 

dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. 

(4) Gubernur melimpahkan tugasnya kepada Asisten 

Sekretaris Daerah melalui Sekretaris Daerah dalam hal 

menunjuk SKPD/Biro terkait untuk melakukan evaluasi 

usulan berdasarkan usulan hibah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3). 

(5) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;  

(6) Kepala SKPD/Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (6), 

menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada 

Gubernur melalui TAPD. 

(7) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (6), kepada Gubernur 

sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah. 

(8) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 

menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam 

Rancangan KUA-PPAS. 

(9) Contoh 
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(9) Contoh Format Usulan/Proposal Hibah, Sistematika 

Proposal Permohonan Hibah, Usulan/Proposal/Kegiatan/ 

Aspirasi Masyarakat, Rekomendasi Atas Evaluasi Usulan, 

Check List Kelengkapan Administrasi, Rekomendasi atas 

Hasil Evaluasi Usulan sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, huruf E, 

huruf F dan huruf G. 

 

Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur. 

 

 

Ditetapkan di Surabaya 

pada tanggal  28  Agustus  2017 

 

 

GUBERNUR JAWA TIMUR 

 

ttd 

 

 

Dr. H. SOEKARWO 
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Diundangkan  di  Surabaya 

Pada tanggal  28  Agustus  2017 

 

an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 

JAWA TIMUR 

Kepala Biro Hukum 

 

ttd 

 

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH 

Pembina Utama Muda 

NIP  19640319 198903 1 001 

 

 

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 47, SERI E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


